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KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap etika birokrasi dalam peayanan publik pada 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, 

peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:  

a. Persamaan (equality), penerapan etika dalam pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo dari indikator kesamaan hak 

masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya sikap nepotisme 

pegawai terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat. 

b. Tanggung jawab (responsibility), pelayanan publik di Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo pada indikator Tanggungjawab sudah 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari waktu pelayanan dalam penyelesaian 

berkas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian pegwai yang 

belum bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena masih terdapat 

pegawai yang terlihat cuek dalam memberikan pelayanan. Hal ini tentunya 

bertentangan dengan peraturan Bupati Manggarai Barat bahwasanya setiap 

pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing.  

 



c. Kesetiaan (loyality), pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Labuan Bajo pada indikator kesetiaan sudah cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari kedisiplinan waktu. Namun masih ada pegawai yang tidak taat 

pada aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 

pegawai yang melakukan tindakan nepotisme. Tentunya hal ini tidak selaras 

dengan peraturan yang ada.  

B.   Saran  

a. Pada indikator persamaan masih perlu di tingkatkan lagi dalam hal pengawasan 

dan memberikan pembinaan kepada pegawai agar tidak terjadi tindakan nepotisme 

pada pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo. 

b.  Penerapan etika birokrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan 

Bajo perlu ditingkatkan dengan jalan memberikan pembinaan tentang pentingnya 

pemahaman dan penanaman prinsip-prinsip etika dalam setiap diri aparat birokrasi 

seperti pemahaman terhadap pentingnya kode etika pelayanan, kejujuran dalam 

pemberian pelayanan, tanggung jawab etika dalam pelayanan, disiplin dalam 

melaksanakan tugas, serta tidak melakukan nepotisme terhadap masyarakat 

pengguna jasa dalam proses pelayanan.  

c. Aparat birokrasi perlu meningkatkan sopan dan keramahannya dalam menjalankan 

fungsinya dapat mengetahui perbuatan mana yang harus dilakukan dan mana yang 

tidak boleh dilakukan atau dihindari. Aparat harus meningkatkan mekanisme 



pengawasan yang belum berjalan dengan baik perlu ditingkatkan, baik 

pengawasan dari dalam organisasi yang dilakukan secara timbal balik antara 

atasan dan bawahan maupun dari luar organisasi yang dilakukan oleh masyarakat. 
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